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Abstrsct
The legal basis o.f' bank secrecy provisions in
Indonesia at/irst was Act No. 7 of 1992 conccrrting
Banking but later amended by Act No. l0 of 1998.

The definition of bank secrecy by Act No. 7 of 1992

given by Article I poirtt I6 that the bank secrecv is

everything related to the Jinancial and other
ntatters of bonk customers in the ordinat ,'v cotu"se oJ'

banking world shalL be kept confidential. This

understanding has been changed with a new

wtderstanding by Act No. l0 of 1998. By law the

newfonrulation given inArticle I pcu'agraph 28 of
Law No. t0 of l99B arefull reads as folLows: "Tlte

secret bank is everything relating to information on

Depositors ancl savings. "

Keywo rds : " B ank SecrecY "

Abstrak
Dasar htLkunt dari ketentuan rahasia bank di

[ndonesia mula-mula ialah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi
kenrudian telah ditrbah clengan Undang-(Jnclang
Nornor l0 Tahtm 1998. Pengerticut rahosia bank

oleh ()ndang-(Jndang Nomor 7 Tahun 1992

diberikan oleh PasaL I angkct I6 bahwa rahasia

bank adalah segala sesuatu yong berhubungan
dengan keuangan dan hal-hctl lain dari nasabah

bank yang menurttt kelaziman dunia perbankan
wajib dirahasiakan. Pengertian ini telah diubah

dengan pengertian yang baru oleh Undang-

Undang Nomor l0 Tahun 1998. Oleh Undang-

Undang itu rumusan yang baru diberikan dalam

Pasal I angka 28 Undang-Undang Nomor l0
Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai
berikut ; "Rahasia bank adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan keterangan mengertai

Nas ab ah P enyimp a n d a n Simp a nQn nya. "

Kata kunci : " Rahasia B ank"

A. PENDAHULUAN
Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan

sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era

globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi

l. Pcnulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum SumpahPemuda.

bagian dari systern kettangatl darl sistt-il
pernbayaran dltnia. Mengingat hal yan,q denlil'i.ii,
Itr.t. maka begitu suatu bank telah tuemperolch iztr,

berdiri dan beroperasi dari otoritas uoneter r-lrLi.i

Negara yang bersangkutan, bank tersebut rnenja.ir

"milik" masyarakat. Oleh karena ittt eksistensirlr.r
br"rkan saja hanya harus dijaga oleh para perllilili
bank itu sendiri dan pengurtlsnya, tetapijtrga ol.-ir

masyarakat nasional dan global. Kepetttirru.rrr

masyarakat untr-tk menjaga eksistensi suattt barri<

menjadi sangat penting, lebih-lebih bila c'liingat

bahwa ambruknya suatu bank akan metlipLltl\ ilr

akibat rantai atau domino etlect, yaitu menular'

kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannl'a
tidak mustahil dapat sangat mengganggu firngsi

sistem keuangan dan system pembayarar-r darr

negara yang bersangklttan. Hal ini adalah sepel'ti

yang pernah terjadi ditahun 1929-lr933 ketika

kurang lebih 9000 bank di Amerika Seriktrt, atait

kurang lebih setengah dari junilah bank var.rg ada

padawaktu itu gulung tikar.
Bank adalah sttatu lembaga l<ertan-qan vang

eksistensinya terganfung mutlak pada kepe rcayaan

dari para nasabahnya yang mempercayal<an datla

simpanan mereka pada bank. Oleh l<arena ittr

bank sangat berkepentingan agar l<adar

kepercayaan masyarakat, yang telah r"nattpun yans

akan rnenyimpan dananya, terpelihara dengarl

baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat banl<

adalah bagian dari sistem kettangan dan systcn't

pembayaran, yang masyarakat lu:rs berkePC nt i n gr n

atas kesehatan dari sistem-sisteui terscbttt,
sedangkan kepercayaan masyarakat kepada banl<

mcrupakan unstlr paling pokok dari eksisterrsr

suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan

rnasyarakat kepada perbankan adalah juga

kepentingan masyarakat banYak-
Ada beberapa faktor Yang sangat

mempengar-Lrhi tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap suafu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

" Integritas pengurus;
" Pengetahuan dan Kemampuan pengllrtls baik

berupa pengetahuan kemampltan manajerial

maupun pengetahr.ran dan kemampuan tehnis

perbankan;
" Kesehatan bank yang bersangkr"rtan'

" Kepatuhan bank terhadap ker.vajiban rahasia

bank.z
Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satrt

faktor untuk dapat memclihara dan nlcningkatkall
kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu ban[<

z. Muhammad Djumhan a, Hukum Perbankan di Indonesia

PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 168'
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pada khususnya dan perbankan pacla nmumnya
ralah kepatuhan bank terhadap kelvajiban rahasia
:ark. Maksudnya adalah menyangkui"dapat atau
tidaknya bank dipercaya oleh nasabrh l,ong
menvimpan dananya pada bank tersebut untuk
tidak mcngungkapkan simpanan nasabah
identitas nasabah tersebut kepacla pihak lain".
Den_{an kata lain, tergantung kepada kenlampuan
:.ink itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi
,lengan teguh "rahasia bank".

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh
.1eh bank apabila ditetapkan bukan sekedaihanya
.:bagai kewajiban kontraktual di antara bank dan
,lsabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban
:rdana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewa.liban
,:,:rntraktual belaka, ntaka kewajiban banli itu
.:renjadi kurang kokoh karena kewajiban
:-riltraktllal secara mudah dapat disimpangi. Hal
:rlah yang telah melandasi diteiapkannya

i:3tentuan rahasia bank dalam Undang_Undang
)',,,,p1s1 7 Tahun 1992 tentang perbankan
,;'oa-qaimana kemudian telah diubah dengan
-:dang-Undang Nomor l0 tahun I99g sebagai
.rdak pidana bagi pelanggarannya. pasal_paial

, ,ng mengatur rahasia bank dalam Undang-
-:dang Nomor 10 Tahun 1998 ialah pasal 40, 41,
-'..\. 42, 42A,43, 44, 44A, 45, 47,47A. 50, 50A,
r .. ,i2 dan 53.

E. Sejarah Munculnya Konsep Rahasia Bank.
Konsep rahasia bank berrnula timbul dari

..'',tan untuk rnelindungi nasabah bank ).an_rl-::sangkutan. Hal ini nyata terlihat ketika Court
- Appeal inggris secara bulat rnemutuskan

::ndiriannya dalam kasus Tournier v. National
1..-rincial and Union Bank of Egglandl tahun,l-1, suafu putusan pengadilan y-ang kemuclian
.:njadi leading case law yang menyangkut

,.::entuan rahasia bank di Inggris dan kemudian
:.:acu oleh pengadilan-pengadilan negara_negara
:-:l vang menganut common lalv system. Bahkan

- . tahun sebelum pufusan Tournier tersebut, yaitu
-,-am perkara Foster v. The Bank of Lonion2
.:..rn 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat
;'.r'ajiban bagi bank untuk tidak boieh
.:ngungkapkan keadaan keuangan nasabah bank
::rs bersangkutan kepada pihak lain. Namun

, ,ia waktu itu pendirian tersebut belum-.:mperoleh afirmasi dari putusan_putusan
=: eadilan berikutnya. J

Timbulnya pemikiran untuk perlunya
^ --:ahasiakan keadaan keuangan nasabah bank
. -ingga melahirkan ketentuan hukum mengenai

.=.,.ajiban rahasia bank, adalah semula ber-tujuan

untuk rneiindungi kepentingan nasabah secara
individuai. Ketentuan rahasia bank di Swiss. yaitLr
suatu ncgara yang dikenal mentptin),ei l<ctentLrlrn
rahasia bank yang dahulunya paling ketat c1i chrnia.
adalah juga semula bertujuan untuk n.relindungi
kepentingan nasabah bank secara indivrdLral. parjr,
waktLr ifu ketcntuan rahasia bank bersifat nrutlali.
artrnya tidak dapat dikecualikan l<arena alasan
apapunjuga.

Ketentuan rahasia bank di Sr.viss lahir mula_
mula sehubungan dengan keduch_rkan Swrss
sebagai negara yang netral secara tradisional.
Aiasan pertama, dalam abad ke-17, ribuan kaun-r
Huguenots dari Perancis melarikan diri ke Swiss
oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilal<Lrl<an
penyiksaan-penyiksaan terhadap rnerel<a
sehubungan dengan agama yang merel<a anut.
Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi
bankiq dan menginginkan agar supaya keiahasiaan
dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urllsan
keuangannya di negara asalnya dirahasial<an.
Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar_
kejarnya orang-orang Yahudi di rvakru regin-ic Nazi
berkuasa di Jerrnan di tahun 193O-an dan 1940-an.+
Namun perkembangan sehubungan clengan
keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial.
temtama yang menyangkut tirnbulnl,a kejaliatan_
kejahatan di bidang monev launde ring, cian
kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi.
temtama stabilitas moneter, telah n-renimbnlkan
kcbutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap
keu,ajiban rahasia bank yang mLltlal( itu. Artinvj.
apabila kepentingan negara, bangsa clan
masyarakat umllm harus didahr.rlukan daripacla
kepentingan nasabah secara pribacli, maka
kervajiban bank untuk melindungi kepentingan
nasabah secara individual itu (dalarn arti ticlak
boleh ntengttngkapkan keaclaan keuangan
nasabah) harus dapat dikesampingkan. Contoh
yang konkrit mengenai hal ini adalah berkaitan
den-ean kepentingan negara untuk menghitung
memungut: l) pajaknasabah yang bersan gkvtan,2)
pcnindakan korupsi, dan 3)pemberant asan money
laundering.5

Mempakan hal yang kontradiktif bahwa
dalam hal-hal teftentu, justru demi kepentingan
negara, bangsa dan masyarakat umurli,
dikehendaki agar kervajiban rahasia bank
diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud
adalah pengerahan dana perbankan untuk

_a_)

:-'

-t.

4

Ibid.. hal. 168.
Dennis Campbell (General Ed.). Interntrtionttl lJLtrtk
Secrecy, Sweet & Maxy,-e.ll, Lonclon. 1992. hal. 663.
ibid.. hal. 172.

11Rahasia Bonk Dalam ... (Windi Ari.sta, SH., MII.)



keperluan pembangunan. Kepentingan negara,
bangsa dan masyarakat umum itu dilandasi oleh
alasan bahwa dijunjung tingginya dan dipegang
teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan
faktor terpenting bagi keberhasilan bank dalam
upaya bank itu mengerahkan tabungan masyarakat.
Selain itu terganggunya stabilitas moneter adalah
antara lain dapat diakibatkan oleh runtuhnya
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
karena terlalu longgarnya rahasia bank. Dalam
kaitan itu, undang-undang yang mengatur
mengenai rahasia bank harus tidak memungkinkan
kewajiban rahasia bank secara mudah dapat
dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan
umum menghendaki demikian.

Kewajiban rahasia bank yang harus dipegang
teguh oleh bank adalah bukan semata-mata bagi:
(l) kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga (2)
bagi bank yang bersangkutan dan (3) bagi
kepentingan masyarakat umum sendiri. r

Pada saat ini, praktis di semua negaraberlaku
ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, rahasia
bank bersifat universal, namun berbeda-beda dasar
hukumnya disetiap negara. Pelanggaran rahasia
bank yang diatur oleh masing-masing negara dapat
dikelompokkan dalam dua kelompok. Kelompok
pertama menentukan pelanggaran lahasia bank
sebagai pelanggaran perdata (civil violation).
Negara-negara tersebut membiarkan kewajiban
bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari
hubungan kontraktual belaka di antara bank dan
nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut
dapat disimpangi apabila kepentingan umum
menghendaki dan apabila secara tegas
dikecualikan oleh ketentuan Undang-Undang
tertentu. Hal yang demikian misalnya dapat kita
lihat pada ketentuan rahasia bank menurut hukum
Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia,
Negeri Belanda, Belgia, The Bahamas, The
Cayman Islands dan beberapa negara lainnya.
Sedangkan kelompok yang kedua menentukan
pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran
pidana (criminal violation), misalnya Swiss,
Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxembourg,
dan Indonesia sendiri, dan beberapa negara
lainnya.z

Berkenaan dengan berlakunya ketentuan
rahasia bank di beberapa negata, ada beberapa
masalah yang timbul dan memberikan perbedaan
antara ketentuan rahasia bank dari satu negara

o. Nluhammad Djumhan a, Op. C it., hal. 17 2.
z. Francis Neate & Roger NlcCormick. Bank

Confidentiality, International Bar Association/
Buttenrorths, London, 1990.hal. I 12.

dengannegara lainnya.

C. PERMASALAHAN
Permasalahan yang penulis angkat adalah

sebagai berikut :

1. Apakah yang harus dirahasiakan itu hanya
terbatas kepada keadaan keuangan nasabah
penyimpan dana saja?Apakah juga menyangkut
keadaan keuangan nasabah debitur?

2. Apakah bank masih terikat terhadap kewajiban
rahasia bank setelah nasabahnya tidak lagi
menjadi nasabah bank yang bersangkutan?

3. Bagaimanakah rahasia bank dalam perkara
perdata antara bank dan pihak ketiga burkan

nasabah yang menyangkut simpanan nasabah ?

D. PEMBAHASAN
1. Yang harus dirahasiakan hanya tertlatas

kepada keadaan keuangan nasabah
penyimpan dana saja atau menyangkut
keadaan keuangan nasabah debitur.

Dengan kata lain, apakah lingkup rahasia
bank hanya menyangkut pasiva (liabilities) bank
berupa dana nasabah bank ataukah juga meliputi
aktiva (assets) bank berupa kredit bank kepada
nasabah. Apakah juga menyangkut penggunaan
jasa-jasa bank yang lain selain jasa penyimpanan
dana dan jasa pemberian kredit? Apakah keadaan
keuangan dari nasabah yang hanya menggunakan
jasa perbankan dari bank tersebut selain berupa
jasa simpanan dan kredit, seperti pengiriman r-rang

(tr an sfer d an a), pembukaa n L I C, pe nerimaan L/C,
harus pula dirahasiakan? Sehubungan dengan
lingkup rahasia bank, juga merupakan legal issue
mengenai apakah identitas nasabah merupakan hal
yang harus dirahasiakan juga?

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di
Indonesia mula-mula ialah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi
kemudian telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor l0Tahun 1998.

Pengertian rahasia bank oleh Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 dlberikan oleh Pasal
1 angka 1.6 yang lengkapnya berbunyi sebagai
berikut : "Rahasia bank adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan keuangan dan hal-
hal lain dari nasabah bank yang menurut
kelaziman dunia perbankan wajib
dirahasiakan".

Pengertian ini telah diubah dengan pengertian
yang baru oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998. Oleh Undang-Undang itu rumusan yang baru
diberikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 yang lengkapnya.berbunyi

18 Displin VoL 2l No. 08 - Desentber 2015



.r It

-.. e

Lrh
:. .lt

l,rll
:_ii

,: I'3

. -:n

tJS

ih
,ut

ii
.J

li
-_l

sle

:k
-.,1

,.::l

-:,1

-: il
,r il
,: -l

l-r
:.j
1-

-:_l

."..
:l

...l

:-
ii

-.i

tu
t_

It
b

:..

:.-.

...

-.

sebagai berikut: "Rahasia bank aclalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan ketcran-ganmengenai Nasabah penyimpan do,,
Simpanannya".

Selain dari memberikan rLlmusan dari
pengertiannya, Undang_Unclang perbankan juga
memberikan rumusan mcngc;ai delik rahas]a
bank. Undang-Undang Noior 7 Tahun l9g2
memberikan rumusan clelik rahasia bank
sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat (l).
Bunyi lengkap dari rumusan delik rahasia bank
menunrt Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
ialah:

. Pasal 40 ayat (l) Bank dilarang memberikan
keterangan yang tercatat pada bank tentang
keadaan keuangan clan hal_hal lain dari
nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank
menurut kelaziman dalam dunia perbankari,
kecuali dalam hal sebagaimana dimaisud dalam
Pasl41, 42,43 dan44.

Rumusan delik rahasia bank tersebut di atas
telah dir.rbah dengan rumltsan yang bam,
sebagaimana dimaksud clalarn pasa l +O ayit( I ) dari
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199g. Rumusan
1-ang baru itu lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 (l) Bank wajib merahasiakan
keterangan mengenai Nasabah penyirnpan dan
Simpanannya, kecuali daiarn hal ieba-qaimana
dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A. pisal 42,
Pasal43, Pasal44 dan pasal44A.

Kedua rumusan delik rahasia bank itr: sangat
berbeda. Perbedaannya akan diuraikan dalarn bib_
:ab berikut dari makalah ini. Tindak pidana rahasia
bank menunrt Undang-Unclang Nomor 10 Tahun
1998 Pasal 51 ialah kejahatan. Slnksi tindak pidana
rahasia bank ditentukan dalam pasal 4j ayat (Z),
laitu pidana penjara sekurang-kurangnya i fOuul
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda
sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,_ (empat
milyar rupiah) dan paling banyak fip.
!.000 000.000,- (delapan milyarrupiah).

Ketika meletus peristiwa kredit macet dari
Golden K"y Group atau Eddy Tansil yang
diberikan oleh pT. Bank pembangunan Indonesia
Persero) atauBapindo, maka telah timbul berbagai

:endapat di kalangan masyarakat mengenai:
.{pakah rahasia bank itu juga berlaku bagi ke-adaan
\euangan dari nasabah debitur, lebih_lebih lagi
:asabah debitur yang telah macet kreditnya? yarig
:ahng keras pendapatnya adalah Kwik Kian Gie
..ang berpendapat bahwa rahasia bank hanva
::rlaku bagi nasabah penyimpan dana, tid;k
::rlaku bagi nasabah debitur. pada waktu itu,
.-,rmusan rahasia bank yang berlaku adalah

rumusan Pasal40 ayat (l) Undang_Undang Nomor
7 Tahun 1992 (sebelum diubah dengan Undang-
Undang Nomor I 0 Tahun I ggS).

Dari penjelasan pasal 40 ayat (l) Unclang_Undang Nomor 7 Tahun lg92 ya;g
mengemukakan "Kerahasiaan itu diperiukaiuntuk kepentingan bank sendiii yang
memerlukan kepercayaan masyarakat yan[
menyimpan uangnya di bank,,dapai
disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank memang
menyangkut simpanan nasabah. Namun bil;
membaca kalimat selanjutnya dari penjelasan pasal
40 ayat (1) itu yang berturyi "*uiyaiakat hanya
akan mempercayakan uangnya kepada nant
atau memanfaatkan jasa bank (suiah barang
(nty termasuk jasa bank berupa kredit) apabila
dari bank ada jaminan trahwa pengetahuan
trank tentang simpanan dan keadaan keuangan
nasabah (termasuk kredit yang diperolehiya)
tidak akan disalahgunakan", dapat disimpulkan
bahwa bukan hanya keadaan keuangan dari
nasabah yang menyimpan dana pada b-ank sala
(pasiva bank), tetapi juga nasabah lain yaie
menggunakan jasa bank selain jasa penyimpunui
dana.

Dengan demikian rahasia bank juga berlaku
bagi nasabah debitur atau kredit ban-k (aktivct)
maupun nasabah yang menggunakan jasa bani<
lain, seperti misalnya kiriman uang, pe*bukaan
LlC, jaminan bankdan lain-lain.

Bahwa ketentuan rahasia bank menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berlakl
bukan.saja menyangkut keadaan keuangan dari

3as.a!ah penyimpan dana (pasiva bank), tetapi
berlaku pula bagi kredit yang diperoleh otetr
nasabah debitur dari bank tersebut (akttva bank),
adalah 

. 
dapat pula disimpulkafr dari penjelasan

Pasal 44,ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan
dengan informas i antar abank menglnai kred it.

Penafsiran tentang pengertian rahasia bank
seperti yang saya kemukakan di atas adalah juga
pendirian Bank Indonesia sebagai*un-u
dikemukakan dalam Surat Direksi Bank lndonesia
Nomor 2l377UppBlpbB tanggal ll September
1969kepada semua bank-bank di Indonesia perihal
"Penafsiran tentang pengertian Rahasia
Bank". Surat Bank Indonesia tersebut sekalipun
bgka]ta1 dengan penafsiran tentang p".rge.tiun
rahasia bank menurut pasal 36 din paial 37
Und.a-n{ndang Nomor 14 Tahun 1967, namun
masih dianggap tetap berlaku berkaitan dengan
ketentuan rahasia bank menurut Undang_Undang
Nomor 7 Tahun1992.

Masyarakat merasa sangat tidak puas atas

Rahasia Bttnk Dalam ... (Windi Arista, SH., l[H ) l9



rumusan rahasia bank sebagaimana dirumuskan
oleh Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992. Masyarakat berpendapat bahwa
rumusan itu terlalu jauh, karena sampai mencakup
kredit bank yang diberikan kepada nasabah.
Masyarakat berpendapat bahwa seyogianya
lingkup rahasia bank hanya meliputi dana
simpanan nasabah saja (pasiva bank) dan
keterangan yang menyangkut nasabah
penyimpannya. Lingkup rahasia bank yang sarnpai
meliputi kredit yang diterima oleh nasabah (aktiva
bank), dirasakan oleh masyarakat sebagai
memperkosa atau memasung hak masyarakat
untuk mengetahui kredit-kredit macet perbankan
yang sangat mempengaruhi kesehatan perbankan.
Sehubungan dengan itu, maka mmllsan rahasia
banli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah
diubah dengan rumusan yang baru sebagaimana
dirumuskan oleh Pasal 40 ayat (l) yang baru dalam
Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 998.

Menurut rumusan Pasal 40 ayat (1) tersebut,
lingkup rahasia bank ditegaskan hanya terbatas
kepada simpanan nasabah (pasiva bank) saja.
Berkaitan dengan lingkup yang wajib dirahasiakan
berkenaan dengan berlakunya ketentuan rahasia
bank itu ialah apakah indentitas nasabah bank
harus pula dirahasiakan oleh bank?. Dari rumllsal.l
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia
bank adalah menyangkut bukan saja simpanan
nasabah tetapi juga (identitas) Nasabah Penyimpan
yang memiliki simpanan itu. Bahkan dalarn
rufilusan Pasal 40 itu, "Nasabah Penyimpan"
disebut lebih dahulu daripada "Simpanannya".
Nampaknya dalam pikiran pembuat Undang-
Undang, justru identitas Nasabah Penyimpannya
lebih penting daripada Simpanannya. Atau
mungkin pula dalam pikiran pembuat Undang-
Undang, "Nasabah Penyimpan" sengaja disebut
lebih dahulu daripada "Simpanannya", untuk
menekankan bahwa merahasiakan identitas
Nasabah Penyimpannya sama pentingnya dengan
merahasiakan S impanannya. 8

Dibeberapa negara memang lingkup dari
rahasia bank tidak ditentukan hanya terbatas
kepada keadaan keuangan nasabah saja, tetapi
meliputi pula identitas nasabah yang bersangkutan.
Lingkup rahasia bank sebaiknya meliputi hal-hal
sebagai berikut:
1. Menyangkut sisi liabilities (pasiva) bank. Sisi

asset (aktiv a) bank trdak perlu dirahasiakan.

8. \wwv. Sistem Rahasia Bank Yang Mengkaji Pada Sistem
Perbankan di Indonesia.

2. Keadaiin keuangan nasabah bukan pen)'ir-nl'run

clirna yang menggLrnakan jasa bank sesaat (v ulli-
irt crrstctnter) yangjasa bank itu menimbLtlkair
ker.vajiban bagi bank untuk mernbayarl<an clan:i

kepada pihak tersebut atau pihak yang ditr-rnjLrl<

olelr yang bersangkutan (antaro luitt bertrltu
pengirintatt ttang) yang ciana itr"r berasal dari
setoran nasabah.

3. ldentitas nasabah.

2. Bank masih terikat terhadap kewajiban
rahasia bank setelah nasabahnya \,ang tidali
lagi menjadi nasabah bank \/ang
bersangkutan.

Hal ini ternyata tidak diatr-rr atau diterrtLrkan
oleh Undang-Undang baik oieh Unclang-Unclang
Nomor 7 tahun 1992 maupun oleh Undang-Undang
Nomor l0Tahun 1998.

Mengingat tujuan dari diadal<annya ketentuan
mengenai kewajiban rahasia bank, seyogyanya
apabila Undang-Undang Perbankan Indonesia
menentukan bahwa kewajiban rahasia bank tetap
diberlakukan sekalipun nasabah yang
bersangkutan telah tidak lagi menjadi nasabah

bank yang bersangkntan (teloh menjndi monton
na.sabah). Sekalipun Undang-Undang Perbankan
Indonesia her-rdaknya menetapkan agar bank
merahasiakan identitas dan ketrdaan keuangan
mantan nasabah bank, nanlun perlu cliberikan
pembatasan jangka rvakfu, misalnya seian-ia jangka
'nvakttr 5 (lirna) tahun sejak saat ticlak nrenjacli
nasabah lagi.

Seolang pegarvai bank tidak selan-utnva
rnenjadi pegawai dari bank yang bersangkLttan.
Yang bersangkutan akan (1) menjalani pensiun
setelah masanya tiba, atau (2) berhenti atas
permintaan sendiri atau (3) diberhentikan oleh
bank tempatnya bekerja. Beberapa wakfu yang lalu
banyak pegawai bank yang terpaksa terkena PHK
massal karena banyak bank dilikuidasi, atau
dibekukan kegiatan usahanya. Timbul peftanyaan,
bila pegarvai bank itu sudah tidak lagi rnenjadi
pegarvai, apakah marltan pegawai itr.r rnasih tetap
terkena oleh kewajiban untuk memegang teguh
rahasia bank yang menjadi kewajibannya sewaktu
yang bersangkutan masih menjadi pegawai aktif
dari bank yang bersangkutan? Ternyata Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengirtltrttya.

Beberapa negara menentukan bahwa m[lr]tart
penglrl-tls cian pegawaibank terikat oleh ker.vajiban
rahasia bank. Ada yang menentukan
keterikatannya itu berakhir setelah beberapa tahr.tn

sejak saat yang bersangkutan berhenti scbagai
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pengLlrus atau pegawai bank, ada pr-rla yang
menentukan kewajiban tersebut melekat i.r-r'r,
seumurhidup.

3. Rahasia Bank Dalam perkara perdata
Antara Bank Dan pihak Ketiga Bukan
Nasabah Yang Menyangkut Simpanan
Nasabah.

Sebagaimana ditentukan oleh pasal 43
Undang-Undang Nomor 10 Tahun l99g bahwa
dalam perkara perdata antara bank dengan
nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan clapat
menginformasikan kepada pengadilan tentang
simpanan nasabah yang bersangkutan yang relevan
dengan perkara tersebut. Namun di dalam praktik
sering bank dihadapkan kepada keadaan yang bagi
bank tidak jelas pengaturarmya apakah unfuk
nenghadapi keadaan itu bank boleh
n-rengungkapkan keadaan keuangan nasabah.

Misalnya dalam kasus pertama yaitu clalam
hal kasus gugatan dimana pihak ketiga menggugat
nasabah sebagai Tergugat I dan bank sebagai
Tergugat II. Kasus kedua adaiah pihak keriga yang
'rukan nasabah yang bersengketa dengan nasabah,
:elah menggugat nasabah. Untuk jaminan bagi
rugatannya itu, pihak ketiga telah men_qajukan
:ermohonan sita jaminan kepada pen-raclilan atas
srrnpanan nasabah (giro, deposito atat.t tobtotgan)
:i bank tersebut. Atas permohonan te.rsebut,
:engadilan telah mengabulkan dan rnelalur juru
.rta. pengadilan memerintahkan kepada bank
.::tuk memblokir simpanan nasabah sebagai
,:rlinan.9

Undang-Undang menentukan bahri,a bank
:apat mengungkapkan simpanan nasabah jika
:alam hal bersengketa dalam perkara perdata
lengan nasabah. Tetapi dalam kedua kasus
::rsebut, bank bukan menghadapi nasabah sebagai
.lu'an, tetapi menghadapi pihak ketiga yang bukan
:.asabah. Undang-Undang Perbankan tidak
:rengatur sama sekali mengenai sikap yang dapat
::ambil oleh bank dalam hal bank berlau,anan
r3ngan pihak ketiga yang bukan nasabah. Dalam
:.rSus /&ng pertama, apakah bank (Tergugat II)
:.rrus meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia
.:abila untuk membela diri menghadapi gugatan
:;hak ketiga yang bukan nasabah itu harus terpaksa
:engungkapkan data mengenai dana simpanan
: :sabah (Tergugat I).

Menurut hemat saya, Undang-Undang tidak
- emberikan aturan sama sekali mengenai

.,.1rl,. hukum online.com, Tentang Rahasia Banl< dan
:enerapannya.

kemungkinan bagi bank untuk dapat
mengungkapkan simpanan nasabah sekalipun
dengan cara meminta izin dari pimpinan Bank
Indonesia. Dalam hal ini, jalan satu-satunya yang
dapat ditempuh oleh bank adalah meminti
persefujuan dari nasabah. Namun akan timbul
masalah apabila nasabah ternyata menolak
memberikan persetujuan kepada bank untuk d,apat
mengungkapkan keadaan dana simpanannya itu,
yaitu karena nasabah berpendirian bahwa
pengungkapan keadaan dana simpanannya itu
justru akan memperlemah posisi hukum nasabah
dalam upaya pembelaannya.

Apabila bank didatangi oleh juru sita dalam
rangka pelaksanaan peletakan sita jaminan
sebagaimana pada kasus kedua tersebut diatas,
bank juga tidak dimungkinkan oleh Undang-
Undang untuk mengungkapkan ada atau tidak
adanya dana nasabah di bank tersebut. Apabila
permintaan sita jaminan itu dipenuhi oleh bank
dengan cara memblokir dana simpanan nasabah
itu, maka bank melanggar ketenfuan rahasia bank.
Dalam hal ini jalan yang dapat ditempuh oleh
nasabah adalah meminta persetujuan nasabah.
Tetapi seperti pada kasus yang pertama, belum
tentu nasabah bersedia memberikan
persetujuannya.l0

Hal yang telah dicontohkan tersebut diatas
terrryata tidak ditentukan oleh Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 sebagai hal yang
dikecualikan. Dengan demikian menj adi
pertanyaan, apakah dalam menghadapi situasi
seperti itu bank boleh mengungkapkan identitas
nasabah dan simpanannya untuk kepentingan
bank apabila hal yang demikian itu perlu
dilakukan. Oleh karena hal itu tidak dikecualikan
sebagai yang diperbolehkan, m6ka bank selalu
menghadapi kesulitan bila menghadapi keadaan
yang demikianitu.tt

E. KESIMPULAN
Undang-Undang tidak memberikan aturan

sama sekali mengenai kemungkinan bagi bank
untuk dapat mengungkapkan simpanan nasabah
sekalipun dengan cara memin ta izin dari p im pinan
Bank Indonesia. Dalam hal ini, jalan satu-satunya
yang dapat ditempuh oleh bank adalah meminta
persetujuan dari nasabah. Namun akan timbul
masalah apabila nasabah ternyata menolak

10. Sutan Remy Sjah deini. Kebebasun berkontrttk tlttn
Perlindtrngan y'ctng Seirnbang Bogi Parct Pihok dct/unt
Perjarjiatt Kreclit Bank di Intlonc.tia, Institut Bankir
L.rdonesia, Jakarta, I 993, hal. I 62.

l Ibid.. hal. 163.
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msmberikan persetujuan kepada bank untuk dapat
mengungkapkan keadaan dana simpanannya itu,
yaitu karena nasabah berpendirian bahwa
pengungkapan keadaan dana simpanannya itu
justru akan memperlemah posisi hukum nasabah
dalam upaya pembelaannya.

Apabila bank didatangi oleh juru sita dalam
rangka pelaksanaan peletakan sita jaminan bank
juga tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang
untuk mengungkapkan ada atau tidak adanya

dana nasabah di bank tersebut. Apabila permintaan
sita jaminan itu dipenuhi oleh bank dengarr cara
memblokir dana simpanan nasabah itu, maka
bank melanggar ketentuan rahasia bank. Dalam
hal ini jalan yang dapat ditempuh oleh nasabah

adalah meminta persetujuan nasabah. Tetapi
belum tentu nasabah bersedia memberikan
persetujuannya.
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